QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 28 TAHUN 2003
TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang
ada dalam masyarakat dan lembaga adat vyang diakui
keberadaannya untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan
ketahanan nasional sebagaimana diatur dalam pasal 111 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

- pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu ditetapkan
Pmberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan
Lembaga Adat;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dalam suatu Qanun

: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092),

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848); |

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Keistimewaan
Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomeor 172, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, tentang Pembentukan
Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952),




mor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4090):
8. Peraturan Pemerintah Nomor

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentar;g T'ekhnis
Penyusunan  Peraturan Perundang-undangan  dan Bentuk

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun

2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah
Nomor 32 tanggal 25 Agustus 2000);

11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003,

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun 1n1 yang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
’ b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Bupati adalah Bupati Simeulue ;

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue; |
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang

selanjutnya di singkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah badan

Legislatif Daerah ;
f Desa atau disebut dengan nama lain adalah ketahanan masyarakat

hukum yang mematuhi kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan as_al usul dan .adat
istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan Nasional

dan berada di daerah Kabupaten, o
g. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri

beberapa desa yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta

kekayaan sendiri; _
h. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan

nama lain dan perangkat desa;



Innya serta nilai atau norma yang masih
dalam masyarakat sebagaimana terwujud

merupakan kebiasaan-

aga engan nama lain adalah scbu;h
organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun

yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah

masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat

hukum adat tertentu dengan wilayah tertentu dan hak atas harta

kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan
 berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagi
permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada
adat 1stiadat dan hukum adat yang berlaku;

n. Pembinaan adalah usaha dan kegiatan yang dilakukan secara
terarah agar adat istiadat dan lembaga adat dapat tumbuh dan
berkembang sehingga dapat menunjang pembangunan;

0. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan
keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat
dan lembaga adat dapat dilestarikan dan makin kuat, schingga hal
itu dapat berperan positif dalam pembangunan nasional dan
berguna bagi masyarakat sesuai dengan tingkat kemajuan dan
perkembangan jaman; |

p. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai
budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika
moral yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan
dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap
terjaga,

q. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah

agar adat istiadat, kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat

dapat berubah sehingga mampu meningkatkap peranannya dalam
pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan per

ekonomi yang sedang berkembang.




BAB Il
MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN
SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

Pen?berdayaan‘ dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat
kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat Kabupaten

Kecamatan dan Desa dilakukan bersama dengan organisasi atau
lembaga adat yang pembinaannya dilakukan oleh

a. Bupati,

b. Camat;

¢. Imam Mukim;

d. Kepala Desa.

Pasal 3

Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan
adat i1stiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus
mendorong terciptanya :

a. Sikap domokratis yang beradab, adil dan objektif dikalangan aparat

pemerintahan dan kemasyarakatan yang bersangkutan;

b. Keterbukaan budaya terhadap nilai-nilai budaya lain dan budaya
asing yang positif;

c. Mengembangkan, mengaktualisasikan dan mentranformasikan nilai-
nilai sosial budaya yang bermoral dalam tatanan pergaulan

kehidupan masyarakat sehari-hari.

BAB 111

~ MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN,

PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADA1

Pasal 4

(1) Maksud dilakukan pemberdayaan, pelestarian serta pengembangan
adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat
adalah untuk meningkatkan peranan nilai-mlai adat istiadat,
kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam

' kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

kelangsungan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional

serta turut mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

(2) Tujuan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat

istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan sumber daya

manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah
terhadap tatanan kehidupan dalam masyarakat yang tidak merubah
nilai kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar
lebih berdaya guna berhasil guna untuk kelancaran penyelenggaraan







